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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik 
dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik 
dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik 
dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik 
dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
ِا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 









 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif 
atau yā̓̓ 
ā a dan garis 
di atas 
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di 
atas 




ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 








4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 




يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا  : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
xv 
 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  





10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 




Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 
al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 




NAMA : AHMAD ALKA 
NIM : 10500113222 
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS 
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BEREDAR DI 
KOTA MAKASSAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu Perlindungan 
Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan dan Minuman Di Kota Makassar 
Ditinjau Dari UUPK. Kemudian dijabarkan dalam submasalah yaitu bagaimana bentuk 
perlindungan hukum bagi konsumen atas Produk makanan dan minuman di kota 
makassar, dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan undang-undang. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Field Research kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen, Kepala Bidan Perlindungan Konsumen di Badan Penyelsaian 
Sengketa Konsumen serta wawancara terhadap Ketua Pelaksana Tugas Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia. Matode yang digunakan adalah penelitian lapangan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap 
konsumen di kota Makassar yaitu dalam bentuk hak gugat sebagaimana terdapat dalam 
UUPK pada bab X pasal 1 ayat (1), dimana penyelesaian sengketa dapat ditempuh 
melalui cara kekeluargaan (YLKI), dengan cara peradilan, dan penyelesaian di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penerapan sanksi terhadap pelanggar harus 
sesuai dengan asas putusan yaitu tidak boleh melebihi dari gugatan para pihak. 
Implikasi dari penelitian ini adalah agar Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) lebih banyak melakukan sosialisasi tentang adanya hak bagi 
konsumen untuk menggugat jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian, 
kemudian mengadakan penyuluhan di kecamatan atau desa-desa, pengadaan brosur, 
pamflet atau spanduk di jalan raya. Sosialisasi tersebut juga dapat digunakan untuk 
mengenalkan kepada masyarakat mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 





A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang 
sangat mempengaruhi perkembangannya adalah di bidang perekonomian, dalam hal 
ini meliputi bidang investasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bidang 
perdagangan. Dalam kondisi perekonomian global khususnya dalam bidang 
perdagangan yang semakin ketat seperti ini, Indonesia harus siap dan mampu 
menghadapi persaingan usaha antara lain dengan menciptakan perlindungan hukum 
yang dapat memberi keamanan dan melindungi kegiatan perdagangan sehingga 
pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar merasa aman untuk 
berkompetisi, khususnya dalam kompetisi menghasilkan suatu produk. 
 Dierah perkembangan sekarang masyarakat dituntut untuk bisa bekerja baik 
sebagai pelaku usaha maupun sebagai pekerja dari pelaku usaha dimana hingga pagi 
sampai malam hari seluruh waktu dihabiskan ditempat kerja sehingga masyarakat 
tidak bisa mebuat makanan olahan sendiri. Jadi, solusi dari permasalahan tersebut  
yaitu membeli makanan cepat saji (instan). 
Konsumsi masyarakat terhadap produk semakin meningkat seiring dengan 
gaya hidup (life style) masyarakat termasuk pola konsumsinya. Akhir-akhir ini 





melihat zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Karena masyarakat hanya 
melihat dari cepatnya makanan tersebut disajikan tanpa memperhatikan bahaya yang 
ditimbulkan karena keseringan mengomsumsi bahan olahan pabrik.  Hal tersebut 
dikarenakan informasi mengenai produk dan kelayakan produk yang dikonsumsi 
masyarakat tersebut masih belum tersosialisasikan dengan baik oleh pelaku usaha 
maupun oleh pemerintah. 
Saat ini banyak sekali produk makanan yang tidak layak konsumsi karena 
mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia yang masih beredar 
bebas dan anehnya produksi tersebut telah terdaftar dalam izin Departemen 
Kesehatan RI, hal ini merupakan gambaran nyata kurang ketatnya evaluasi terhadap 
produk sebelum diizinkan beredar, dan ironisnya lagi, bahan- bahan berbahaya 
tersebut tidak hanya terdapat pada jenis makanan berlabel saja tapi juga makanan 
tradisional. 
Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang 
dihasilkan cukup aman untuk di konsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila 
dilain hari muncul keluhan atas kerusakan produk atau keluhan atas mengakibatkan 
kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas 







Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum 
yang sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya 
sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat 
yang bertujuan utnuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat.1 
Hukum   juga  berfungsi   mengabdi   kepada  masyarakat,   dalam   hal ini 
mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan 
peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi oleh hukum. Jika 
perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diiikuti pula dengan 
perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan. 
Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, 
hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali 
dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, 
antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk 
yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, 
periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugika keselamatan 
konsumen, namun juga merugikan konsume secara financial.2
 
Akan tetapi karena 
                                                          
1 Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar 
(Yogyakarta: Diadit Media, 2001), h. 45. 
2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan 





pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen 
serta kurangya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke 
ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka 
alami.3 
Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan :4 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat dan harta bendayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 
 
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di 
Indonesia, yang mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang 
diatur dalam undang-undang tersebut. 
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dengan lahirnya Undang- Undang 
Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan agar 
masyarakat Indonesia selaku konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya 
terlindungi hak dan kewajibannya. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran, 
kemampuan, keperdulian dan kemandirian konsumen untuk menumbuh kembangkan 
sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.5 
                                                          
3Mariana Anisa Putri, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh BPSK 
Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014). 
3 Republik Indonesi, Undang-Undang Dasar 1945, bab X, Pasal 28 G ayat (1).  






Perlindungan atas Konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 
hukum Islam. Islam melihat perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan 
keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan 
menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum 
Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan 
Allah) dan horizontal (Sesama manusia). 
Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan 
kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai 
dengan kaidah Islam harus diperhatikan. 
Perlindungan konsumen atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting 
setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa konsumen 
Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya 
mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan dan jasa yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka 
masyarakat Islam (Konsumen Muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas 
mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan 
oleh pelaku usaha. Pertanyaan yang muncul adalah sejauhmanakah tingkat 
pemahaman serta kepedulian masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan barang 
yang baik dari segi fisik dan juga halal? Kedua, bahwa Pemerintah Indonesia sudah 
harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas 





lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas 
produk yang halal dan baik. Bagaiamanakah peran negara untuk melindungi 
masyarakat muslim di Indonesia untuk mendapatkan kualitas fisik barang serta 
kehalalan barang tersebut? Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal 
dan baik telah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah/2: 168: 
اَهَُّيأَٰٓ  َي ٱ  ساَّنل  ِيف ا َّمِم ْاو ل كٱ ِض أَر ألۡ  َط الٗ
 َلَح ابِ ي َلَو ا  ِعبَّ َتت  ِت  َو ط  خ ْاوٱ 
 َط أيَّشل  ِن   هَّنِإۥ 
 ٌنِيب ُّم ّٞ و دَع أم َكل١٦٨   
Terjemahnya:  
“Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh setan 
itu adalah musuh yang nyata bagimu”.6 (Q.S Al- Baqarah/2: 168).  
Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka terdapat garis hukum, yaitu: Pertama, 
bahwa perintah ditujukan bagi manusia, tidak saja kaum muslim. Kedua, bahwa 
manusia diwajibkan memakan makanan yang halal dan baik. Ketiga, bahwa menolak 
perintah untuk memakan makan yang halal dan baik berarti telah mengikuti langkah-
langkah setan yang merupakan musuh utama manusia. 
Dalam uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji atau 
meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan 
Minuman di Kota Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
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Tentang Perlindungan Konsumen”, yaitu untuk mengetahui sejauh mana 
perlindungan konsumen diterapkan di Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 
pokok. 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk 
makanan dan minuman di kota Makassar? 
2. Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran produk makanan dan 
minuman? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi 
permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  di Kota Makassar 
sebagai berikut: 








d. Bandan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar 
2. Deskripsi Fokus 
a. Perlindungan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Perlindungan 
adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 
pemberian rasa aman kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati tanpa 
memberi rasa ragu terhadap suatu barang atau jasa. 
b. Hukum  
Hukum adalah peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarkat 
wajib memnaatinya; sistem peraturan untuk mengawasi tingkah laku manusia  dalam 
masyarakat atau bangsa: Undang-undang, ordonasi, atau peraturan yang ditempatkan 
oleh pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang. 
c. Konsumen 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah 
salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II 





Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama 
menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK 
beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha 
atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan 
mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang 
bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil tes lab 
atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.7 
D. Kajian Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara 
penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwasanya 
penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut. 
Skripsi yang ditulis oleh Andi Kuniasari, “Perlindungan Atas Kode Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pada Prouduk Kopi”, Skripsi, Makassar: 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.8 Pada skripsi tersebut lebih ke 
penyebutan produk kopi bahwa adanya kode badan POM pada produk stersebut 
sementara zat yang terkandung dalam produk kopi tersebut tidak layak untuk 
                                                          
7 Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Pasal 1. 
8Andi kurnia Sari, “Perlindungan Atas Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) 





dikonsumsi atau mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan dalam 
Penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen atas Penjaminan Produk Makanan dan Minuman ang Beredar Di Kota 
Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.  
Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Syahriah Banun, “Perlindungan Hukum 
terhadap Konsumen Produk Saus Sambal Indosari”. Skripsi, Jakarta: Fakultas 
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.9
 
Dalam 
skripsi tersebut menulis tentang perlindungan konsumen atas penggunaan pruduk 
saus sambal merk Indosari. Sedangkan dalam Penelitian ini penulis menitikberatkan 
pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjaminan Produk Makanan 
dan Minuman yang Beredar Di Kota Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999. 
Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Vita Sulfitri Y. Haya, “Pelaksanaan 
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di 
Makassar”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
2013.10 Pada skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa yang 
terjadi pada kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Sedangkan dalam 
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Syahriah Banun, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambal 
Indosari”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, 2015). 
10 Vita Sulfitri Y. Haya, “Perlindungan Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas 





Penelitian ini lebih fokus ke Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas 
Penjaminan Produk Makanan dan Minuman yang Beredar Di Kota Makassar 
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor Tahun 1999. 
Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh Ary Primadyanta, “Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di 
Surakarta”, Tesis, Surakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 2006.11
 
Dalam tesis tersebut menganalisa tentang perjanjian sewa beli 
kendaraan  bermotor   yang  diatur  dalam  Pasal  1334  ayat  (1)  KUH     Perdata. 
Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen atas Penjaminan Produk Makanan dan Minuman yang Beredar 
Di Kota Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
Dalam buku Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berjudul. “Hukum 
Perlindungan  Kosumen.”12 Buku ini turut membantu menanamkan kesadaran hak 
dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal-pasal yang diuraikan dalam buku ini, 
berikut penjelasannya, agar lebih mudah dipahami pembaca, baik kalangan 
akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum.  
 
                                                          
11 Ary Primadyanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa 
Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta”, Tesis (Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 
2006). 
12 Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakart: PT RajaGrafindo 





Celina Tri Siwi Kristiyanti berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen.”13 
Buku ini menguaraikan secara detail hukum perlindungan konsumen; penbgerian, 
hak, dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha; peraturan undang-undang hukmuk 
konsumen dana hukum perklindungan konsumen; tinjauan sebahgai aspek hukum 
perlindungan konsumen: prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen; isu-isu 
hukum perlindungan konsumen; lembaga/insrtansi dan perannya dalam perlindungan 
kosnnsumen; dan penyelesaian konsumen.  
Sejauh sepengatahuan penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan 
Hukum terhadap Konsumen atas penjaminan mutu makanan yang beredar di Kota 
Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum pernah 
dilakukan oleh peneliti lain. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas 
Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar Di Kota Makassar Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
b. Untuk mengetahui kendala dan/atau hambatan apa saja yang dialami dalam 
menangani kasus pelanggaran konsumen Di Kota Makassar. 
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2. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis 
dan pembaca terutama mengenai perlindungan konsumen terhadap produk 
makanan berbahaya yang beredar di pasaran, sehingga dikemudian hari dapat 
dijadikan pegangan bagi masyarakat selaku konsumen. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan atas 






A. Tinjauan Umum Mengenai Produk, Makanan Dan Minuman 
1. Produk  
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 
diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 
pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual 
produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, 
sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 
beli pasar.1 
Definisi produk menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai berikut:2 
“Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, 
dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan 
atau kebutuhan”. 
Berdasarkan dua definisi mengenai produk di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen kepada 
konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan 
bagi penggunanya. 
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2 Philip Kotler dan Gari Armstrong, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, 





Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang 
dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep 
produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan. 
2. Klasifikasi Produk 
Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 
Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua 
kelompok utama yaitu sebagai berikut:3 
a. Barang 
Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, 
diraba/disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. 
Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu: 
1) Barang  tidak tahan lama (non durable goods). Barang tidak tahan lama adalah 
barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 
pemakaian. Dengan kata lain umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian 
normal kurang dari satu tahun. 
2) Barang tahan lama (durable goods). Barang tahan lama merupakan barang 
berwujud yang biasanya bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur 
ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). 
 
 
                                                          





b. Jasa (Service) 
Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 
dujual. 
3. Atribut Produk Makanan dan Minuman 
Suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai 
suatu produk meliputi beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut:4 
a. Merek 
Merek adalah simbol yang dirancang untuk mengidentifikasikan produk yang 
ditawarkan penjual. Fungsi merek adalah untuk membedakan suatu produk 
perusahaan pesaingnya, untuk mempermudah konsumen mengidentifikasikan produk 
dan menyakinkan konsumen akan kualitas produk yang sama jika melakukan 
pembelian ulang. Merek memegang kendali yang besar dalam keputusan pembelian. 
Merek digunakan oleh pemasar untuk beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 
1) Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan 
produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya; 
2) Sebagai alat promosi, yaitu sebagai alat daya tarik produk; 
3) Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, 
serta prestise tertentu kepada konsumen; 
4) Untuk mengendalikan pasar.  
 
                                                          






Kemasan diandalkan khusus untuk mendapatkan manfaat perlindungan dan 
kemudahan fungsi konsumen dalam pemasaran untuk melindungi dan menjaga 
keamanan produk. 
Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat utama 
yaitu sebagai berikut: 
1) Manfaat komunikasi. 
Manfaat utama kemasan adalah sebagai media pengungkapan informasi 
produk kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi cara menggunakan produk, 
komposisi produk, dan informasi khusus (efek samping, frekuensi pemakaian dan lain 
sebagainya). 
2) Manfaat fungsional. 
Kemasan seringkali pula memastikan peranan fungsional yang penting, 
seperti memberikan kemudahan, perlindungan, dan penyimpanan. 
3) Manfaat perseptual. 
Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu dalam benak 
konsumen. 
c. Pemberian Label 
Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari 





label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda 
pengenal) yang dilekatkan pada produk. 
Dengan demikian ada hubungan erat antara labeling, packaging, dan 
branding. Secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu sebagai berikut: 
1) Brand label, yaitu nama merek yang diberikan kepada produk atau 
dicantumkan pada kemasan; 
2) Descriptive label, yaitu label yang memberikan informasi obyektif mengenai 
penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan kinerja produk, 
serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk; 
3) Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk  
product’s judgend quality) dengan suatu huruf, angka, atau kata. 
d. Layanan pelengkap 
Merupakan ciri pembentuk citra produk yang sulit dijabarkan karena bersifat 
intangible (tidak berwujud) ini biasanya terdapat pada service atau jasa. Dewasa ini 
produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa sebagai 
produk inti maupun jasa sebagai pelengkap. Layanan pelengkap dapat 
diklasifikasikan menjadi delapan kelompok yaitu sebagai berikut: 
1) Informasi; 
2) Konsultasi; 










e. Jaminan produk 
Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 
kepada konsumen, di mana konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata 
tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa 
meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali atau produk ditukar), dan 
sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. 
Dewasa ini jaminan seringkali dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada 
produkproduk tahan lama. 
4. Makanan 
Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang 
dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi.5 Adapun makanan 
sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat dan zat yang 
dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Dilihat dari kandungannya, makanan sehat 
adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak 
tak jenuh. Makanan yang memenuhi kriteria seperti ini lebih dikenal dengan sebutan 
empat sehat lima sempurna. Tujuan utama mengkonsumsi makanan sehat adalah agar 
                                                          






tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik serta terhindar dari segala penyakit. Oleh 
karena itu, kita harus selalu mengonsumsinya setiap hari. 
Makanan menurut Permenkes Nomor 329 tahun 1976 adalah barang yang 
digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan 
sejenisnya tetapi bukan obat. Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai 
bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk 
memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk 
bekerja.6 
Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan 
memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena 
makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Makanan adalah semua bahan dalam bentuk 
olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.7 
Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus 
memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan-
persyaratan lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI untuk tiap 
jenis makanan. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut Pemerintah RI 
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 23/Menkes/SK/I/1978, tentang 
Pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), yang merupakan penuntun 
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bagi produsen makanan untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Hal-hal yang 
harus dipenuhi oleh produsen makanan di dalam pedoman CPMB menegaskan 
bahwa: 
(1) Lokasi, berada di tempat yang bebas dari pencemaran, dan sebaliknya tidak 
boleh mencemari daerah sekitarnya. 
(2) Bangunan, harus memenuhi syarat higiene dan sanitasi dan tidak boleh 
digunakan selain untuk memproduksi makanan/minuman. 
(3) Alat produksi, memenuhi syarat teknis dan higiene, tidak melepaskan unsur 
yang membahayakan kesehatan, terpelihara dengan baik dan hanya 
digunakan untuk memproduksi makanan/minuman. 
(4) Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong; harus memenuhi standar 
mutu dan persyaratan lain yang ditetapkan. 
(5) Proses pengolahan, harus diusahakan hasil produksi memenuhi standar mutu 
dan persyaratan lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan tidak merugikan 
dan membahayakan kesehatan. 
(6)  Karyawan, yang berhubungan dengan produksi harus sehat, bersih dan tidak 
berpenyakit menular.8 
Adapun perlindungan melalui Undang-Undang Kesehatan, untuk suatu 
pengamanan makanan dan minuman, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 
(1,2,3 & 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kesehatan, yang 
menegaskan bahwa: 
(1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi 
masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 
mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan. 
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(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label 
yang berisi: 
a. Bahan yang dipakai; 
b. Komposisi setiap bahan;  
c. Tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa; 
d. Ketentual lainnya 
(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau 
persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana 
disebut dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan 
disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un 
dangan yang berlaku.  
Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah.9 Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan 
tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:  
a. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.  
b. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.  
c. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari 
pengaruh enzym, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-
kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.  
d. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan 
oleh makanan (food borne illness). 
                                                          







a.   Pengertian Minuman 
Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat 
menghilangkan rasa haus. Minuman umumnya berbentuk cair, namun ada pula yang 
berbentuk padat seperti es krim atau es lilin. Minuman kesehatan adalah segala 
sesuatu yang dikonsumsi yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga juga 
mempunyai efek menguntungkan terhadap kesehatan.10 
b. Penggolongan Minuman 
Jenis minuman yang tersedia setiap hari bervariasi. Minuman dapat 
digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:11 
1) Air putih, ini merupakan minuman netral dengan syarat tidak berwarna, tidak 
berbau, dan tidak berasa; 
2) Kopi dan teh, ini minuman yang dapat dikonsumsi selagi panas ataupun 
dingin; 
3) Wedang jahe, wedang ronde yang dikonsumsi umumnya selagi panas; 
4) Es sirup yang lazim dikonsumsi dingin. Es sirup ini dibuat dari gula pasir 
yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan tertentu, lalu direbus sampai 
mendidih; 
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5) Jus buah juga sering diminum sebagai minuman dingin, yaitu minuman yang 
dibuat dari buah-buahan yang dihaluskan menggunakan satu macam buah atau 
campuran beberapa buah ditambah dengan sirup atau gula pasir dan es batu; 
6) Es buah, yaitu es sirup yang diisi dengan beberapa macam buah yang dipotong-
potong kecil dan ditambah es; 
7) Es krim yang terbuat dari susu, gula, telur, dan bahan tambahan seperti buah-
buahan; 
8) Es puter, adalah mirip dengan es krim. Bedanya kalau es krim menggunakan 
susu; 
9) Es teller yaitu es yang diisi dengan berbagai macam bahan, seperti nangka masak, 
kelapa muda, tape dan alpukat; 
10) Minuman ringan (Soft drinks), yaitu minuman yang tidak mengandung alkohol, 
hanya mengandung gula, atau soda. Misalnya merek Cola-cola, Sprite, Fanta dan 
juga minuman berenergi yang salah satunya adalah Minuman Isotonik. 
6. Bahan tambahan Makanan 
Bahan Tambahan Makanan (Food Additive) adalah bahan atau campuran 
bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. 
Jadi bahan tambahan pangan ditambahkan untuk memperbaiki karakter pangan agar 
memiliki kualitas yang tinggi12. 
                                                          





Berdasarkan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dengan revisi No. 
1168/Menkes/Per/X/1999 menyatakan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan 
yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan 
komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan 
sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, 
pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. 
a. Jenis Bahan Tambahan Pangan 
Pada umumnya bahan tambahan Pangan dibagi mejadi dua golongan besar, 
yaitu dengan sengaja ditambahkan dan tidak sengaja ditambahkan13: 
1) Dengan sengaja ditambahkan (Intentional Additives) 
Bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam 
makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dengan maksud dan tujuan 
tertentu, seperti untuk meningkatkan nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman 
dan kebasaan, memantapkan bentuk dan rupa, sebagai contoh pengawet, pewarna dan 
pengeras. 
2) Tidak sengaja ditambahkan 
Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan pangan 
yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut terdapat secara tidak sengaja, 
baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses 
produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau 
kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan 
                                                          





mentah atau penanganannya yang masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan 
dikonsumsi. Contoh bahan tambahan makanan dalam golongan ini adalah residu 
pestisida (termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida), dan antibiotik. 
b. Tujuan Penambahan Bahan Tambahan Makanan 
Pada umumnya bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat 
dibenarkan apabila:14 
1) Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam 
pengolahan; 
2) Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau 
tidak memenuhi persyaratan; 
3) Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan 
dengan cara produksi yang baik untuk makanan; 
4) Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan makanan. 
c. Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang Diizinkan 
Berdasarkan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 menyatakan bahwa 
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1) Antioksidan dan anti oksidan sinergis 
Bahan tambahan makanan yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses 
oksidasi. Contoh: asam askorbat dan asam eritrobat serta garamnya untuk produk 
daging, ikan dan buah-buahan kaleng. 
2) Antikempal 
Bahan tambahan makanan untuk mencegah atau mengurangi kecepatan 
pengempalan atau menggumpalnya makanan yang mempunyai sifat higroskopis atau 
mudah menyerap air. Bahan yang biasa ditambah bahan antikempal misalnya susu 
bubuk, krim bubuk, garam meja, dan kaldu bubuk. 
3) Pengatur keasaman 
Bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan 
mempertahankan derajat keasaman makanan. Contoh: Asam laktat, sitrat, dan malat 
digunakan pada jeli. Natrium bikarbonat, karbonat, dan hidroksi digunakan penetral 
pada mentega. 
4) Pemanis buatan 
Bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan 
yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Contoh: sakarin, dan siklamat. 
5) Pemutih dan pematang tepung 
Bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses pemutihan tepung 





6) Pengemulsi, pemantap dan pengental 
Bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau 
memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Biasa digunakan pada 
makanan yang mengandung air atau minyak. Contoh: polisorbat untuk pengemulsi es 
krim dan kue, pektin untuk pengental pada jamu, jeli, minuman ringan dan es krim, 
gelatin pemantap dan pengental untuk sediaan keju, karagenen dan agar-agar untuk 
pemantap dan pengental produk susu dan keju. 
7) Pengawet 
Bahan tambahan makanan dapat mencegah fermentasi, pengasaman atau 
penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Biasa 
ditambahkan pada makanan yang mudah rusak atau yang disukai sebagai medium 
pertumbuhan bakteri atau jamur. Contoh: asam benzoat dan garamnya serta ester 
para-hidroksi benzoat untuk produk buah-buahan, kecap, keju, dan margarin; asam 
propionat untuk keju dan roti. 
8) Pengeras 
Bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah lunaknya 
makanan. Contoh: Al sulfat, Al Na sulfat untuk pengeras pada acar ketimun dalam 








Bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada 
makanan. Contoh: ponceau 4R, eritrosin warna merah, green FCF, green S warna 
hijau, kurkumin, karoten, yellow kuinolin, tartazin warna kuning, dan karamel warna 
coklat. 
10) Penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa  
Bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau 
mempertegas rasa dan aroma. Contoh: monosodium glutamat pada produk daging. 
11) Sekuestran 
Bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada pada 
makanan sehingga dicegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan perubahan 
warna dan aroma. Biasa ditambahkan pada produk lemak dan minyak atau produk 
yang mengandung lemak atau minyak seperti daging dan ikan. Contoh: asam folat 
dan garamnya. 
d. Bahan Tambahan Makanan Yang Tidak Diizinkan 
Bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan atau dilarang digunakan 
dalam makanan karena bersifat karsinogenik berdasarkan Permenkes RI Nomor 
1168/Menkes/Per/X/1999 adalah:16 
1) Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya; 
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2) Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt); 
3) Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC); 
4) Dulsin (Dulcin); 
5) Kalium Klorat (Potassium Chlorate); 
6) Kloramfenikol (Chloramphenicol); 
7) Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils); 
8) Nitrofurazon (Nitrofurazone); 
9) Formalin (Formaldehyde); 
10) Kalium Bromat (Potassium Bromate); 
11) Rhodamin B (pewarna merah); 
12) Methanyl Yellow (pewarna kuning).  
7. Pengamanan Makanan dan Minuman 
Untuk memenuhi kebutuhan akan keadaan bebas dari resiko kesehatan yang 
disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi, baik oleh mikroba atau 
senyawa kimia, maka keamanan pangan merupakan faktor terpenting baik untuk 
dikonsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Keamanan makanan 
dan minuman merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas 
mikrobiologik, toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana 
makanan dan minuman yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia 





Di dalam Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa salah satu 
penyelenggaraan upaya kesehatan adalah melalui kegiatan pengamanan makanan dan 
minuman. Tentang pengamanan makanan dan minuman, dijelaskan lebih lanjut pada 
pasal 21.17  
a. Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi 
masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 
mengenai standarisasi persyaratan kesehatan. 
b. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang 
berisi: 
1) Bahan yang dipakai; 
2) Komposisi setiap bahan; 
3) Tanggal, bulan, dan tahun; 
4) Ketentuan lainnya. 
c. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau 
persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang 
berlaku. 
d.  Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerinta. 
 
                                                          





B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan 
Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.18
 
Di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap 
mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.19
 
Menurut Kamus 
Hukum, Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang 
bermasyarakat wajib menaatinya; sistem peraturan yang menguasai tingkah laku 
manusia dalam masyarakat atau bangsa; undang-undang, ordonansi, atau peraturan 
yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani kedalam undang-undang.20 
 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.21 Jadi Pengertian 
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 
hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah (preventif) 
maupun yang bersifat mengawasi (represif), baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 
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kemanfaatan dan kedamaian. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi yang cukup 
luas mengenai Perlindungan konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member 
perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk 
memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang 
dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila 
dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. 
Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat 
melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi 
berlaku sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta 
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan 
mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan 
atau dilanggar oleh pelaku usaha. 
Menurut A. Zen Umar Purba terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi 
pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:22 
a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;  
                                                          





b. Konsumen mempunyai hak;  
c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;  
d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan 
nasional;  
e. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis dehat;  
f. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;  
g. Pemerintah perlu berperan aktif;  
h. Masyarakat juga perlu berperan serta;  
i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;  
j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.  
Pemerintah berkewajiban, berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, melakukan upaya pendidikan serta 
pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya tingkat 
kesadaran sebagian besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Melalui 
instrumen yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam 
menjalankan prinsip-prinsip ekonomi tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi 
hak konsumen. 
Piranti Hukum Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi 
konsumen dan tidak untuk mematikan usaha para pelaku bisnis. Perlindungan 
konsumen justru membangun iklim usaha yang sehat, yang mendorong lahirnya 





dan/atau jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih dari itu, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya 
memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang masih 
menjadi rona perekonomian nasional.23 
2. Tinjauan Tentang Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 
Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 
Pasal 1 butir 2: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
Pengertian Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) UUPK mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut:24 
a. Konsumen adalah setiap orang  
Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan 
hukum atau non badan hukum). 
b. Konsumen sebagai pemakai 
Pasal 1 ayat (2) UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata 
“pemakai” untuk pengertian Konsumen sebagai Konsumen akhir (end user). Hal ini 
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disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa untuk diri sendiri. 
c. Barang dan/jasa  
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 
diperdagangkan) dan dipergunakan oleh Konsumen. Jasa yaitu layanan berupa 
pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh Konsumen.  
d. Barang dan/jasa tersebut tersedia dalam masyarakat  
Barang dan/jasa yang akan diperdagankan telah tersedia di pasaran, sehingga 
masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.  
e. Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
atau mahluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi 
terhadap pemakaian suatu barang dan/jasa.  
f. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan.  
Pengertian Konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya Konsumen akhir, 
sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan 
barang dan/jasa yang telah diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri. 
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada halaman pertama (a) menyatakan bahwa 
undang-undang ini mengacu pada pembangunan nasional, termasuk pembangunan 





berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi 
landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: 
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber 
hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional 
diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga 
mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan 
jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. 
Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi 
masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita 
atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi 
konsumen. 
Dalam pasal 64 UUPK disebutkan bahwa:25 
“Segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan melindungi 
konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam undangundang ini”. 
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Pada pasal 64 UUPK dapat dipahami bahwa UUPK merupakan Lex Specialis 
terhadap perundang–undangan yang sudah ada sebelum UUPK, Sesuai asas Lex 
Specialis Derogat legi generalis yaitu ketentuan ketentuan diluar UUPK tetap 
berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan tidak bertentangan 
dengan UUPK.26 Dengan diundang-undangkannya masalah Perlindungan 
Konsumen, dimungkinkan dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara 
konsumen dan Pelaku Usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa 
mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). 
Perlindungan konsumen beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan 
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang 
relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:27 
a. Asas manfaat 
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
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b. Asas keadilan 
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
Asas kepastian hukum Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan 
substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:28 
1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan 
konsumen; 
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2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; 
3) Asas kepastian hukum. 
Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan terhadap perilaku yang 
merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat 
perlindungan. Dengan adanya perlindungan konsumen maka diharapkan tindakan 
sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat ditiadakan. 
Tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen, dimuat dalam Pasal 3 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa tujuan 
perlindungan konsumen antara lain: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan 
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha. 





produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. 
C. Pihak-Pihak Yang Terkait 
1.  Konsumen 
a. Pengertian Konsumen 
Menegenai pengertian konsumen , diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-
Undanng Nomor 8 Tahun 1999 Tent ang Perlindungan Konsumen, menjelaskan 
pengertian konseumen sebagai berikut: 
“Setiap orang permakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat , 
baik bagi kepemntingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun  makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.29 
Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen ialah 
semua orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.  Menurut A.Z. 
Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami bukan badan hukum. 
Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa  
untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain  maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia. 30 
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b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
1) Hak Konsumen 
Pengetahuan tentang hak–hak konsumen sangat penting agar penyedia 
barang/jasa tidak berlaku semena-mena terhadap konsumen. Jika ditengarai adanya 
tindakan yang tidak adil, konsumen secara spontan menyadari akan hal itu. 
Konsumen sebagai pemakai barang/jasa bisa bertindak lebih jauh untuk 
memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. 
Sesuai Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen disebutkan mengenai hak yaitu: 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 





7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Menurut John F Keneddy yang diungkapkan dalam President Kennedy’s 
1962 Consumer’s Bill of Right terdapat 4 hak dasar konsumen:31 
1) Hak untuk memperoleh keamanan; 
2) Hak untuk memperoleh informasi; 
3) Hak untuk didengar; 
4) Hak untuk memilih. 
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi 
Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing–masing 
pada pasal 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia 
(International Organization Oof Consumers Union-IOCU) ditambahkan empat kah 
dasar konsumen lainnya, yaitu: 
a) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
b) Hak memperoleh ganti rugi; 
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c) Hak untuk meperoleh pendidikan konsumen; 
d) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undaang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak Konsumen, yaitu 
empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan 
barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dan hak untuk mendapatkan 
penyelesaian hukum yang patut. 
Memerhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan 
pada dasarnya dikenal sepuluh macam  hak konsumen, yaitu sebagai berikut:32 
a) Hak atas keamanan  dan keselamatan; 
b) Hak untuk memperoleh informasi; 
c) Hak untuk memilih; 
d) Hak untuk didengar; 
e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
f) Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
h) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
i) Hak untuk barang sesuai dengan nilau tukar yang diberikannya; 
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j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 
2) Kewajiban Konsumen 
Sebagai subyek hukum, konsumen juga memiliki tanggung jawab yang harus 
dilaksanakannya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terkandung pemenuhan 
kewajiban bagi konsumen yang harus dilaksanakannya sebelum menuntut haknya. 
Sesuai Pasal 4 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Kewajiban konsumen adalah: 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
2. Pelaku Usaha 
a. Pengertian Pelaku Usaha 
Pengertian pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 








“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukam atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia. Baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonimi”.33 
Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah 
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-
lain. 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha 
1) Hak pelaku usaha 
Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki hak untuk 
memproduksi suat barang dan/atau jasa sesuai dengan keahlian dan kemampuannya 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam Pasal 6 diatur 
mengenai hak-hakk pelaku usaha, antara lain: 
a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 
sengketa konsumen; 
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d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  
2) Kewaijiban Pelaku usaha 
Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata-
mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tapi juga harus memperhatikan 
kepentingan dan hak–hak konsumen. Oleh karena itu, selain memiliki hak, pelaku 
usaha juga dituntut akan tanggung jawabnya. Pelaku usaha bertanggung jawab atas 
hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 menjelaskan mengenai 
kewajiban pelaku usaha. antara lain: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan; 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang produksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 





barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. 
Dalam Islam juga di ajarkan bahwa sebagai pelaku usaha, harus bersikap 
jujur dalam melakukan jual–beli atau ketika menawarkan barang/jasa kepada 
konsumen. Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau 
kerelaan antara masing–masing pihak, tidak ada boleh ada ancaman, tekanan, 
penipuan. Jika hal ini tidak di penuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara 
yang Bathil.34
  
Pada    surah An-Nisaa/4: 29 disebutkan: 
اَهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َنيِذَّل  َل  َوَۡمأ ْا َُٰٓولُكَۡأت َلَ ْاُونَماَء َب مُك َُكنۡي ِب مٱ  َبۡل ِلِط وَُكت َنأ َٰٓ َِّلَإ نَع ًةَر  َِجت َن
 َِّنإ ۡۚۡمُكَُسفَنأ ْا َُٰٓوُلتَۡقت َلََو ۡۚۡمُكن ِ م ٖضاََرتٱ َ َّللّ  َك ِب َنايِحَر ۡمُك اٗم٢٩   
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadam”.(Q.S. Ann-Nisaa’/4: 29).35 
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c. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 
  Larangan bagi pelaku usaha perlu diatur dalam sebuah ketentuan undang-
undang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan akibat atau dampak negatif dari 
pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak 
bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku 
usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 memberikan 
pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang;  
a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;  
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya;  
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut;  





atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut;  
f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;  
g) Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;  
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label;  
i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain 
untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;  
j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud;  
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang 
rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi 
secara lengkap dan benar;  
4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 






Salah satu contoh pemberian informasi untuk kepentingan konsumen yang 
beragama Islam adalah adanya ketentuan bahwa:36 
(1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun 
yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus 
dicantumkan tanda peringatan; 
(2) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud ayat (1) harus berupa gambar babi 
dan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan 
huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya univers 
medium corp 12, di dalam suatu garis kotak persegi yang berwarna merah. 
Pasal tersebut diatas pada initnya tertuju pada dua hal yaitu larangan 
memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang 
dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara 
lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, 
iklan, dan lain sebagainya. 
d.  Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha 
Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam 
hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen 
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diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan 
seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimasud dengan tanggung jawab adalah: 
“Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apaapa boleh 
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.37 
Sedangkan dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan pertanggung 
jawaban Produk adalah: 
“Tanggung jawab para produsen untuk prosuk yang telah dibawanya ke dalam 
peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang 
melekat produk tersebut”.38 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur masalah tanggung jawab 
pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 yang secara lebih terperinci 
berbunyi sebagai berikut: 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
                                                          
37 Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet, IV; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 593.    





3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal transaksi; 
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen. 
Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1), menurut Ahmadi Miru dan 
Sutarman Yodo tanggung jawab pelaku usaha meliputi:39 
1) Tanggung jawab ganti kerugian atas keruskan; 
2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 
3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha 
Hubungan hukum dalam suatu lapangan hukum perdata dapat disebut sebagai 
perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 menyebutkan 
bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-
undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi lagi menjadi dua yaitu 
perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-
                                                          






undang sebagai akibat tindakan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang 
sebagai akibat tindakan manusia tersebut dapat berupa tindakan yang tidak melawan 
hukum dan tindakan manusia yang melawan hukum.  
J. Satrio mengungkapkan tentang Undang-undang sebagai sumber perikatan 
yaitu; “Perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa 
orang-orang yang bersangkutan menghendakinya atau lebih tepatnya tanpa 
memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi bahwa perikatan timbul 
tanpa orang-orang/pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir 
karena dua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan 
tertentu”.40 
Perikatan dalam arti luas meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak, 
dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Hak dan kewajiban 
antara yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling merugikan. Unsur-unsur dari 
perikatan salah satunya adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum menurut 
J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-
undang menyatakan bahwa: 
“Hubungan hukum merupakan hubungan antara para pihak yang mendapat 
pengaturannya di dalam hukum. Para pihak dapat meminta bantuan hukum 
jika terjadi bahwa hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu tidak 
dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana mestinya. Hubungan hukum 
yang diatur adalah hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perikatan 
                                                          






yang bersangkutan, jadi ia merupakan hukum yang mengatur hubungan antara 
persoon dengan persoon tertentu”.41 
 
Dalam Kamus Hukum, menerangkan tantang  hubungan hukum, yaitu:42 
“Hubungan hukum adalah hubungan subyek hukum (dua orang atau lebih, 
yang diberi akibat hukum) yang di atur oleh hukum, artinya hak dan 
kewajiban yang muncul dari hubungan itu diatur oleh hukum”. 
Ahmadi Miru (2014) membagi hubungan hukum menjadi dua yang terdiri 
dari: 
a. Hubungan Langsung 
Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan 
konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis 
perjanjian-perjanjiaan lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, 
pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara 
lisan maupun tertulis.  
b. Hubungan Tidak Langsung 
Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah 
hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat 
dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara produsen dengan konsumen. 
Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan 
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konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak 
menuntut rugi kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, 
karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan 
sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan 
undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat 
dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, 
yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum.  
 Seseorang yang bertindak sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum 
berupa perjanjian dengan pihak lain, ketika pihak lain tersebut melanggar perjanjian 
yang disepakati bersama maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan 
dalih melakukan wanprestasi (ingkar janji). Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, 
konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui 
ketentuan perbuatan melawan hukum. 
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh 
karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. 
Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai 
dimensi yang satu sama lain memiliki keterikatan dan saling ketergantungan antara 







D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
UUPK membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, 
yaitu BPSK. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang 
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen 
yang berskala kecil dan bersifat sederhana. 
Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama 
bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa 
di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga 
tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara 
biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. 
Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat 
dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa 
melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak 
dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Mudah 
karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat 
sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa 
hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat 
terjangkau oleh konsumen. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang 





penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa. Putusan dari 
BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.43 
Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan 
BPSK bersifat final dan mengikat, ehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan. 
Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban tumpukan perkara di 
pengadilan. 
Pengertian BPSK dalam UUPK adalah badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.44 
2. Tugas dan Wewenang BPSK 
Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;45 
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 
melalui mediasi, arbitrasi atau konsiliasi;  
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  
c. Pengawasan klausula baku;  
d. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini;  
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e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang dilarangnya 
perlindungan konsumen;  
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen;  
g. Memanggil pelaku usaha pelanggar;  
h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui 
pelanggaran itu;  
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut (huruf g) apabila 
tidak mau memenuhi panggilan;  
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain 
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  
k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen;  
l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang;  
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.  
Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa antara huruf (a) dan 
(f) pada akhirnya akan memiliki makna yang sama dalam pelaksanaannya. Sementara 
berkenaan dengan ketentuan dalam huruf (b, c dan e) dari pasal tersebut, dapat 
diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar 
pengadilan sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (1), tetapi meliputi kegiatan 
berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan 





perlindungan konsumen, serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait 
dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melakukan UNPK.46 
Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur 
pelaku usaha. Dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikit-dikitnya 3 
(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengankatan dan 
pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan.47 
3. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK 
Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara, hal ini 
tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu cara konsiliasi, 
mediasi, dan arbitrase. 
a. Konsiliasi  
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga 
sebagai konsiliator. Penyelesaian model konsiliasi mengacu pada pola proses 
penyelesaian sengketa konsessus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan 
secara aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan 
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persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan 
penyelesaian sengketa.48 
. Konsiliasi juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian 
sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan mediasi, dan juga menyerahkan pada 
pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh 
para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat.  
  Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa 
konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:  
1) Memangggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;  
2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;  
3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan 
perundan-undangan dibidang perlindungan konsumen.  
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:  
1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun 
jumlah ganti rugi;  
                                                          





2) Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;  
3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan keputusan;  
Metode konsiliasi ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian 
sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang 
bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai 
Konsiliator.49 
Adapun prosedur penyelesaian sengketa di BPSK melalui proses konsiliasi 
diatur dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur majelis dalam menyelesaikan konsumen 
dengan cara konsiliasi, mempunyai tugas sebagai berikut:50 
1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;  
3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
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4) Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan 
perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.  
Tata cara persidangan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dijelaskan 
pada pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dijelaskan sebagai berikut:51 
1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiaan sengketa kepada 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun 
jumlah ganti rugi;  
2) Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;  
3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan keputusan.  
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang 
berperan sebagai konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan proses 
konsiliasi hanya bertindak pasif. Oleh karenanya dilakukan penelitian ini untuk 
mengetahui sejauh mana proses ini diperlukan dalam menyelesaikan sengketa 
konsumen di BPSK. 
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b. Mediasi  
Mediasi adalah proses cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.52 
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan 
salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk ADR (Alternatif dishuub 
resolution ) yang ada. 
Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang membuka 
kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, penyelesaian sengketa 
melalui mediasi telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Thun 1997 tentang 
Pengelolahan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan.  
Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, merupakan cara penyelesaian 
sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak ketiga yang netral, 
yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi para pihak dengan membantu mereka 
dalam mencapai kompromi/kesepakatan. Selain definisi mediasi ini, masih banyak 
definisi lain yang berbeda-beda, namun pada umumnya orang sepakat bahwa tujuan 
dari mediasi adalah membantu orang dalam mencapai penyelesiaan sengketa secara 
sukarela terhadap suatu sengketa atau konflik.  
                                                          





Jasa yang diberikan oleh mediator tersebut adalah menawarkan dasar-dasar 
penyelesaian sengketa tapi tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap 
sengketa yang sedang berlangsung. Meskipun kekurangan “gigi”, karena tidak 
memberikan putusan dalam proses mediasi. Keterlibatan mediator 
mengubah/mempengaruhi dinamika negosiasi.  
Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong para 
pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi, sehingga 
hasil penyelesaiaan dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan 
para pihak, dan kekuatanya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan 
tidak pula mengikat secara mutlak tapi tegantung pada itikad baik untuk memenuhi 
secara sukarela.53  
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada 
para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan 
sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas: 
1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;  
3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
4) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
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5) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 
konsumen. 
Tata cara persidangan sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:  
1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan 
pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti 
rugi;  
2) Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, 
saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;  
3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan putusan;  
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan konsiliasi dan mediasi 
merupakan proses penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik antara pelaku 
usaha dan konsumen yang hampir sama atau mirip, perbedaannya hanya terletak pada 
peran majelis.  
Pada saat majelis menyelesaikan sengketa melalui proses konsiliasi, majelis 
hanya bertindak pasif sebagai konsiliator berbeda dengan proses mediasi yang 
dimana majelis sebagai mediator bertindak aktif dengan memberikan nasihat, 







Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase adalah 
cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 
(Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 1999). Didalam arbitrase para pihak menyetujui 
untuk menyelesesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk 
membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat.54  
Penyelesaian Sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh 
para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula 
arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian 
arbitrase setelah timbulnya sengketa di antara mereka. 
Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya 
langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. 
Putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang 
kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat 
meminta eksekusi ke pengadilan.  
Walaupun arbitrase ini memiliki kelebihan, namun pada akhir-akhir ini peran 
arbitrase sebagai cara penyelesaiaan sengketa di luar pengadilan digeser oleh 
alternatif penyelesaian sengketa lain. Alternatif-alternatif lainnya itu memiliki 
                                                          





kesamaan dengan arbitrase, diantaranya adalah: sederhana dan cepat, prinsip 
konfidensial, dan diselesaikan oleh / melibatkan pihak ketiga yang netral dan 
memiliki pengetahuan khusus secara profesional. Namun, dibalik persamaan itu 
terdapat perbedaan yang dianggap fundamental dalam pelaksanaannya, karena pada 
arbitrase: 
1) Biaya mahal, karena walaupun secara teori biayanya lebih murah daripada 
penelesaiaan melalui proses litigasi, namun bedasarkan pengalaman dan 
pengamatan, biaya yang dikeluarkan hampir sama dengan biaya litigasi, 
karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan, bahkan 
kadang jauh lebih besar dari pada biaya litigasi. Komponen biaya itu terdiri 
atas: biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi 
arbiter, serta biaya saksi dan ahli; 
2) Penyelesaiaan yang lambat, karena walaupun banyak sengketa yang dapat 
dielesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak juga penyelesaian 
yang memakan waktu panjang. Bahkan ada yang bertahun-tahun atau puluhan 
tahun, terutama kalau terjadi perbedaan pendapat tentang penunjukan arbiter 
atau hukum yang hendak diterapkan. Maka penyelesaiaan akan bertambah 
rumit dan panjang.  
Walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat penyelesaiaan sengketa 
konsumen, khusunya melalui Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen. Putusannya 





yang keberatan atas putusan tersebut untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut 
tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke 
Mahkama Agung (Pasal 58 ayat 2 UUPK).55 
Persidangan sengketa melalui arbitrase di BPSK secara khusus diatur dalam 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut.56  
Penjelasan pada pasal 32, yaitu :57  
1) Dalam penyelesaiaan sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak 
memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan 
konsumen sebagai anggota majelis;  
2) Arbitor dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih 
arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai 
ketua majelis.  
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Dari penjelasan pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah sangat jelas dalam 
persidangan dengan cara arbitrase terdiri dari tiga orang sebagai arbitor, yang dimana 
para pihak berhak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku 
usaha dan konsumen sebagai anggota majelis, Arbitor yang dipilih oleh para pihak 
kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur 
pemerintah sebagai ketua majelis.  
Penjelasan Pasal 33, yaitu:58  
1) Ketua majelis dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada 
konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan 
oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
2) Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa 
dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan 
membuat kutipan seperlunya.  
Dari penjelasan Pasal 33 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ketua majelis dalam 
persidangan berkewajiban memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, 
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mengenai upaya-upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha 
yang bersengketa, serta dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan 
membuat kutipan seperlunya.  
Penjelasan Pasal 34, yaitu:59 
1) Pada hari persidangan 1 (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua 
belah pihak bila mana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai 
dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawab pelaku usaha;  
2) Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan 
pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang 
dipersengketakan.  
Dari penjelasan Pasal 34 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada sidang pertama Ketua 
Majelis berkewajiban untuk mendamaikan para pihak bersengketa bila mana tidak 
tercapai perdamaian antara pihak yang bersengketa, maka persidangan dimulai 
dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawab pelaku usaha serta Ketua 
majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. 
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Penjelasan Pasal 35, yaitu:60  
1) Pada persidanga 1 (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabanya 
konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pertanyaan;  
2) Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib mengumumkan bahwa 
gugatan dicabut;  
3) Apabila dalam proses penyelesaiaan sengketa konsumen terjadi perdamaian 
antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat 
putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.  
Dari penjelasan Pasal 35 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pada persidangan pertama 
sebelum pelaku usaha memberikan jawabanya konsumen dapat mencabut gugatannya 
dengan membuat surat pertanyaan bila mana hal tersebut terjadi maka Majelis wajib 
mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Serta apabila dalam proses penyelesaiaan 
sengketa konsumen terjadi perdamaian antara para pihak yang bersengketa maka 
Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaia.  
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Penjelasan Pasal 36, yaitu:61  
1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan 1 
(pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan 
pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke 2 (kedua) dengan membawa alat 
bukti yang diperlukan;  
2) Persidangan ke 2 (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 
(lima) hari terhitung sejak hari persidangan 1 (pertama) dan diberitahukan 
dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat 
BPSK; 
3) Bilamana pada persidangan ke 2 (kedua) konsumen tidak hdir, maka gugatanya 
dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya apabila pelaku usaha yang tidak 
hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku 
usaha.  
Dari penjelasan Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Apabila pelaku usaha atau 
konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama majelis masih memberikan 
kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada 
persidangan kedua, serta membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua 
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diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak hari 
persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan 
pelaku usaha oleh sekretariat BPSK. Bilamana pada persidangan yang kedua 
konsumen tidak hadir, maka gugatanya dinyatakan gugur demi hukum, namun 
sebaliknya apabila pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen 
dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. 
4. Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Konsumen 
Pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 3 hal, yaitu:62 
a. Sanksi Administrasi 
Sanksi ini diatur dalam Pasal 60. Sanksi ini diberikan oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau tugas dan atau kewenangan  yang 
diberikan oleh undang-undang. Menurut pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan 
bahwa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa 
penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). 
b. Sanksi pidana pokok 
Sanksi ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan 
atas tuntutan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diataur dalam 
Pasal 62 UUPK dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Dianataranya: 
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pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), pidana penjara 2 tahun atau denda Rp 
500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 
c. Sanksi pidana tambahan 
Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 UUPK. Adapun bentuk sanksi pidana 
tambahan yang dapat dijatuhkan berupa: 
1) Perampasan barang tertentu; 
2) Pengumuman keputusan hakim; 
3) Pembayaran ganti rugi; 
4) Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian  
konsumen; 
5) Pencabutan izin usaha. 
Berdasarkan sanksi tersebut di atas dapat terlihat bahwa UUPK mengatur 
beberpa jenis sanksi. Hal utama yang menjadi catatan dari penerapan sanksi UUPK 
adalah adalah telah dilakukannya kriminalisasi pelanggaran terhadap hak konsumen. 
Semua perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana (Pasal 62 ayat 
(1) dan (2) serta Pasal 63 UUPK). Dalam hal ini hukum pidana sebagaimana sarana 
social defence  yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat 





 Sanksi pidana dalam batas-batas tertentu bertujuan untuk melindungi 
kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah hak konsumen. Adanya saksi perdata 
(Pasal 19 ayat (1); Pasal 19 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi Negara (Pasal 8 
ayat (4) UUPK) merupakan sarana-sarana yang diharapkan memiliki pengaruh 
preventif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hukum pidana 
dalam UUPK, baru digunakan bila isntrumen-instrumen hukum lainnya sudah tidak 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek. 
2. Lokasi Penenlitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
peermasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian 
dengan memilih lokasi penelitian di Wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen, karena BPSK merupakan badan khusus yang dibentuk untuk menangani 
sengketa atau permasalahan konsumen dengan pelaku usaha. Serta Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia cabang Sulawesi Selatan dimana YLKI merupakan 
lembaga yang bertindak atas nama konsumen.   
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan Undang-undang, pendekatan Undang-undang yaitu suatu bentuk 
pendekatan dengan menggunakan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang berlaku 







C. Sumber Data 
Jenis data yang dapat diperoleh, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data 
yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait sebagai narasumber. Untuk memberikan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. Adapun informan yang 
akan diwawancarai berjumlah 3 orang, yaitu ketua Badan Penyelesaina 
Konsumen, Kedua Bidan Perlindungan Konsumen, serta ketua Pelaksana Tugas 
Yayasan Lemabaga Konsumemn Indonesia.  
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan 
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, 
berbagai literatur-literatur buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan 
penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan 








Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 
2. Wawancara 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 
yang berkaitan dengan judul penulis. 
3. Dokumentasi 
Peneliti secara langsung datang ke Badan Penyelesaian Konsumen Kota 
Makassar guna mendapatkan data penelitian untuk menunjang analisis data 
penelitian sehingga metode penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah pedoman wawancara, daftar 
pertanyaan, dokumen, dan media elektronik seperti HP untuk mendekomentasi dan juga 







F. Teknik Analisis Data 
 Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif 
yaitu analisis data primer maupun data sekunder yang diperoleh penyusun guna 
mendapatkan gambaran nyata tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Kota Makassar Ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu 
dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk disetiap daerah tingkat II 
sesuai dengan pasal 49 undang-undang perlindungan konsumen. BPSK merupakan 
badan yang di bentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar 
pengadilan sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dibentuk pada tahun 2001, 
hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota 
Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota 
Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.1 
Visi BPSK: 
 
Terwujudnya upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka 
memberdayaan dan perlindungan masyarakat sehingga tercapai peningkatan kualitas 
barang dan pelayanan jasa di Kota Makassar dan sekitarnya. 
 
                                                          
1 Republik   Indonesia “Keputusan   Presiden   RI   No Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen 
Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, 





a. Mewujudkan Kota Makassar sebagai kota jasa yang bermartabat sehingga memacu 
terciptanya situasi ekonomi dan kondusif dan menguntungkan dengan 
mengutamakan perlindungan konsumen.  
 
b. Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam mempertahankan 
hak dan menjalankan kewajiban sehingga terangkat hak dan martabatnya sebagai 
konsumen.  
c. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hukum, keadilan dan manfaat secara berimbang bagi konsumen dan pelaku usaha.  
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung 
jawab sehingga mampu menjamin kelangsungan usaha dan perlindungan 
konsumen. 
BPSK terdiri atas tiga unsur yang mewakili yaitu, Pemerintah, Konsumen dan 
Pelaku Usaha, dimana ketiganya berjumlah tiga sampai lima orang, sedangkan biaya 
pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibebankan pada 
APBN dan APBD (Keppres No.90 Tahun 2001 Pasal 90). Pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditetapkan 
oleh Menperindag dengan persyaratan (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 





a. Warga Negara Indonesia  
b. Berbadan Sehat  
c. Berkelakuan baik  
d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan  
e. Memiliki pengalaman dibidang Perlindungan Konsumen  
f. Berusia sekurangnya 30 tahun.  
Struktur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 50 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari: 
a. Ketua merangkap anggota  
b. Aggota sekertariat  
c. Anggota  
Pada setiap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk 
sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di kota Makassar 
terletak di Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
Jumlah anggota sekretariat, berikut kepala sekretariat sebanyak-banyaknya 6 






a. Kepala Dinas  
b. Anggota Sekretariat, terdiri dari:  
1) Bidang Industri 
2) Bidang Usaha Perdagangan 
3) Bidang Perlindungan Konsumen  
4) Bidang Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan Dan 
Perindustrian  
Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 
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Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terutama di kota 
Makassar berusaha menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana yang diharapkan 
dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berikut peraturan 
pelaksanaannya, yaitu pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa dilakukan dengan 
cara damai, musyawarah atau kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa dilaksanakan 
dengan cepat, murah dan sederhana. Skema alur penyelesaian sengketa konsumen 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tampak pada gambar 2: 
Gambar 2 
Skema Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK 












Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen, Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bekerjasama dengan lembaga lain yaitu 



































Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) adalah lembaga non pemerintah yang 
terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 
perlindungan konsumen. Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan pada pasal 44 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang kemudian 
diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001. Pasal 3 huruf (c) 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Tugas Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah melakukan kerja 
sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.” 
B. Bentuk Perlidungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan dan 
Minuman Di Kota Makassar 
Bagi konsumen produk makanan dan minuman, mereka memerlukan produk 
makanan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. 
Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah–kaidah hukum yang menjamin syarat–
syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi 
dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya 
konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan 
kaidah–kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat – syarat yang menjamin 
produk makanan yang beredar adalah tentang pejaminan mutu produk makanan yang 




Pasal 7 bab III Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk 
menjamin mutu barang dan/atau jasaa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan serta 
pasal 8 bab IV. Tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Undang-Undang. Adapun produk 
makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat ketentuan dari Undang-Undang 
dalam produki dan/atau perdagangkannya antara lain: 
Tabel I 






























Apollo chocolate layer 
cake 






Oreo Stick Wafer 
Mengandung 



















































Sumber data: Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa makanan yang 
berbahaya bagi tubuh kita. Selain mengandung “Daging Babi” yang jelas itu 
merupakan makanan yang haram untuk dikonsumsi bagi kaum muslim juga terdapat 
makanan yang mengandung melamin. Melamin yang dipermasalahkan adalah senyawa 
organik bersifat basa dengan rumus C3H6N6, kandungan nitrogennya sampai 66 
persen, biasa didapat sebagai kristal putih. Melamin biasanya digunakan untuk 
membuat plastik, lem, dan pupuk.2 Penambahan melamin ke makanan tidak 
diperbolehkan oleh otoritas pengawas makanan negara mana pun. Walaupun seperti 
diberitakan Kompas3, studi tentang efek konsumsi melamin pada manusia belum ada, 
                                                          
2  Ismunandar, Daftar Produk Susu Mengandung Melamin, dimuat di 
http://gusdayat.com/2008/09/26/inilah-daftar-produk-susu-melamin-itu/ pada tanggal 16 agustus 2017. 
3 Kompas, Inilah Bahaya Mengoplos Melamin Ke Susu, dimuat di 
http://nasional.kompas.com/read/2008/09/26/05515043/inilah.bahaya.mengoplos.melamin.ke.susu 
pada tangga 16 Agustus 2017. 
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hasil ekstrapolasi dari studi pada hewan dapat digunakan untuk memperkirakan efek 
pada manusia. 
Hal itu telah tampak bila melamin bergabung dengan asam sianurat (yang biasa 
juga terdapat sebagai pengotor melamin) akan terbentuk kristal yang dapat menjadi 
batu ginjal. Batu ginjal ini telah tampak pada hewan-hewan korban kasus pengoplosan 
melamin tahun lalu. Batu ginjal inilah yang dapat menyumbat saluran kecil di ginjal 
yang kemudian dapat menghentikan produksi urine, gagal ginjal, bahkan kematian. 
Kemudian mengenai minuman, minuman yang penulis paparkan di atas 
kebanyakan adalah minuman yang sering dikonsumsi oleh anak kecil. Minuman 
tersebut di atas mengandung silomat yang menyebabkan penyakit lupus yang dapat 
merusak antibody dan belum ada obanya. Efek yang dialami jika mengalaminya yaitu; 
mengalami gangguan otak, sarta krsinogen dalam tubuh. Karsinogen adalah zat yang 
menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan 
mengubah asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, dan hal ini 
mengganggu proses-proses biologis.4 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen diharapkan akan membawa pengaruh baik terhadap kondisi perekonomian 
Indonesia. Artinya, perilaku pelaku usaha yang tidak etis dan cenderung memanfaatkan 
                                                          




ketidaktahuan dan ketidakberdayaan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang 
besar bagi usahanya dapat dihentikan. Pengertian “Perlindungan Konsumen” dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diartikan 
cukup luas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yaitu, “segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. 
Pernyataan tersebut ditujukan guna melindungi konsumen dari kesewenang-
wenangan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin hak-hak konsumen dan 
pelaku usaha beserta kewajiban masing-masing yang memberikan maksud bahwa 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya 
memihak pada konsumen tetapi juga pada para pelaku usaha yang bertujuan untuk 
mencapai adanya hubungan yang selaras antara konsumen dan pelaku usaha. 
Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan hak gugat terhadap pelaku usaha. 
Hak gugat tersebut dalam teori memang sangat bagus dan setidaknya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur 10 hak yang dimiliki 
oleh konsumen disamping kewajiban yang harus dijalankan. Hak gugat tersebut seperti 
yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap konsumen yang 
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan 
yang berada dilingkungan peradilan umum”. Dimana penyelesaian tersebut dapat 
ditempuh melalui 3 cara, yaitu: 
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1.  Penyelesain sengketa dengan cara kekeluargaan 
Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat memilih penyelesaian 
secara kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud adalah penyelesaian secara damai 
tanpa pendamping atau kuasa bagi masing-masing pihak. Penyelesaian yang dilakukan 
melalui cara-cara damai seperti perundingan secara musyawarah atau mufakat antar 
pihak yang bersangkutan. Penegakan hukum penyelesaian sengketa secara 
kekeluargaan dapat dilakukan dengan bantuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
sebagai aparat penegak hukum bagi konsumen. YLKI dalam menangani suatu sengketa 
hanya berperan sebagai mediator. YLKI mengatur jalannya perundingan sedangkan 
hasil putusannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. 
Pelakasanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Makassar dimulai dari laporan atau keluhan oleh 
konsumen atas ketidaknyamanan terhadap produk makanan dan minuman yang 
dibelinya. Setelah pihak YLKI menerima laporan tersebut, pihak YLKI kemudian 
menginformasikan kepada pelaku usaha tentang adanya laporan tersebut. Pemberian 
informasi oleh pihak YLKI berupa surat yang berisikan penjelasan mengenai 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Kemudian memanggil kedua 
belah pihak untuk merundingkan penyelesaian yang akan dilakukan. Jika pihak pelaku 
usaha mengindahkan untuk berdamai maka YLKI sebagai mediator akan membuat 
pertemuan antara kedua pihak dan membuat kesepakatan. Apabila proses mediasi yang 
dilakukan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan maka YLKI bisa bertindak 
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sebagai konsumen untuk mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Konsumen 
(BPSK). 
Berdasarkaan wawancara penulis dengan bapak Ambo Asse selaku ketua 
pelaksana tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cabang sulawesi selatan 
mengatakan bahwa: “bentuk pengaduan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dapat 
berupa laporan atau pengaduan, mendatangi langsung kantor YLKI, juga bias melalui 
via telepon dan kami selaku lembaga yang bertindak atas nama konsumen akan 
menerima segala bentuk laporan dan mengupayakan penyelesaian sengketa 
diselesaikan secara damai.”5 Pelaksanaan eksekusi bagi sengketa yang diselesaikan 
melalui cara kekeluargaan tergantung dari kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan 
cara damai, putusan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pelaksanaan terhadap 
putusan hanya berdasarkan kepercayaan. Biasanya hasil putusan hanya dikuatkan 
dengan materai sebagai jaminan pihak yang tergugat akan melaksanakan isi putusan 
tersebut. 
Cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan 
bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan cepat. Tujuan utamanya adalah keputusan 
win-win Solution bagi kedua belah pihak, artinya kedua belah pihak merasa puas atas 
putusan, tidak ada yang merasa dirugikan. Dasar hukum penyelesaian sengketa tersebut 
terdapat dalam KUHPerdata Indonesia (Buku ke-III, Bab 18, pasal-pasal 1851-1854 
                                                          
5 Ambo Asse.  Ketua Pelaksana Tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang 
Sulawesi Selatan. wawancara, Makassar, 17 Juli 2017.  
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tentang perdamaian atau dading).6 
2. Penyelesaian sengketa dengan cara pengadilan 
Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha dalam 
meyelesaikan sengketa yaitu dengan cara pengadilan. Syarat penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 45 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “setiap 
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Cara penyelesaian sengketa 
konsumen melalui poengadilan menggunakan hukum acara umum yang berlaku selama 
ini yaitu HIR/RBg.7 
Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan dari BPSK.8 Sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 56, 
                                                          
6 A.Z. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 
2002), h. 225. 
7 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Perada, 2015), h. 234. 
8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan 
Konsumen, bab XI, Pasal 56 ayat 2. 
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pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan oleh para 
pihak dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan 
itu. Pelaksanaan eksekusi ditetapkan oleh pengadilan, dimana pihak tergugat wajib 
melaksanakan isi putusan tersebut. Putusan pengedilan negeri memiliki kekuatan 
hukum yang pasti dan mengikat. Adanya pelanggaran terhadap putusan tersebut dapat 
dikenakan hukuman pidana. 
 
Penegakan hukum perlindungan konsumen dalam hal sengketa diselesaian 
melalui pengadilan sampai saat ini masih belum dapat berjalan dengan baik. Hal 
tersebut dikarenakan proses peradilan yang berlangsung lama dan memerlukan biaya 
yang mahal, membuat banyak konsumen lebih memilih penyelesaian sengketa di luar 
jalur pengadilan yang lebih murah, cepat dan mudah. Kemudian penyelesaian sengketa 
dipengadilan juga tidak menjamin adanya kepuasan bagi masing-masing pihak karena 
prinsip persidangan yaitu winner take all justru dapat mengakibatkan kerugian kepada 
salah satu pihak yang bersengketa. 
 
Banyak hal yang menjadikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini 
tidak efisien antara lain biaya perkara yang mahal, proses persidangan yang lama serta 
kurangnya respon dari pengadilan atas suatu perkara. Sumber daya manusia yang 
terbatas dalam hal ini aparat penegak hukum di Pengadilan juga menjadi kendala dalam 
melakukan penegakan hukum bagi konsumen. Para hakim dianggap mempunyai 
kemampuan terbatas terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang ini. 
Pengetahuan yang mereka miliki hanya dibidang hukum, sedangkan diluar 
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pengetahuannya bersifat umum bahkan awam, dengan demikian sangat mustahil 
mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang. 
 
3. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) 
Prinsip penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) sama dengan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu win-win 
solution yaitu kepuasan antara dua pihak yang berperkara, seperti dalam Pasal 47 ayat 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang 
menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 
dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali 
perbuatan yang telah merugikan konsumen”. Ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas 
majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 54 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur 
tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) diwajibkan menyelesaikan sengketa konsumen selama 21 (dua 
puluh satu) hari). Sifat cepat dan murah yang memang dibutuhkan oleh konsumen 
terutama konsumen perorangan sudah cukup terakomodasi dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dari segi penegakan 
hukumnya masih banyak hal yang membuat perlindungan hukum konsumen tersendat 
antara lain karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, belum tersosialisasinya 
BPSK dan lain-lain sehingga Undang-Undang tersebut menjadi kurang efektif. 
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Berbeda dengan pengadilan, dimana pelaksanaan eksekusi ditentukan oleh 
pengadilan, pelaksanaan eksekusi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 56 ayat (1) maka, ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) (Pasal 56 ayat (1) UUPK jo. Pasal 41 ayat (4) SK Menperindag 
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan 
yang telah dijelaskan diatas (upaya hukum), maka putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Tidak dilaksanakannya 
putusan tersebut, apalagi setelah dikeluarkannya fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan 
tindak pidana dibidang perlindungan konsumen. 
 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) diatur dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Keputusan tersebut memuat tentang 
pelaksanaan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, 
yang dapat dijadikan wadah bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atas hak-hak 





Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar dimulai dari permohonan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen sampai pada putusan.  
a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 
Permohona Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam pasal 15, 16 
dan 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Tidak semua perkara yang 
masuk ke BPSK dapat ditangani oleh BPSK, Pasal 17 SK Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan Ketua BPSK dapat menolak permohonan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) apabila permohonan tidak memenuhi 
ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan permohonan gugatan 
bukan merupakan kewenangan BPSK. Dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut 
benar-benat diterapkan oleh BPSK kota Makassar, sebagai bukti terdapat kasus yang 
ditolak BPSK karena konsumen yang mengadukan bukan merupakan konsumen akhir. 
Berkas pengajuan gugatan dari sampel yang diteliti juga terisi dengan lengkap yang 
berarti telah sesuai dengan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 
b. Pembentukan Majelis dan Panitera 
Pembentukan majelis dan panitera terdapat pada Pasal 18 SK Menperindag 
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Ketentuan pembentukan majelis seperti diterangkan 
dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) yaitu “Majelis sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), 
jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 orang yang mewakili unsur 
pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib 
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berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum” dan “ketua Majelis ditetapkan 
dari unsur pemerintah”. Sedangkan pembentukan panitera ditentukan dalam Pasal 19 
dimana panitera berasal dari anggota sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan 
ketua BPSK. 
Pelaksanaan pembentukan majelis dan panitera di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) kota Makassar mengacu pada keputusan tersebut. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kasus yang masuk harus memenuhi syarat peraturan 
yang berlaku. Kasus yang ditangani dipimpin oleh seorang ketua dari unsur 
pemerintah. Anggota Majelis telah terwakili dari masing-masing unsur baik konsumen 
maupun pelaku usaha, begitu juga dengan panitera merupakan anggota sekretariat 
BPSK Kota Makassar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan 
pembentukan majelis dan panitera telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu SK 
Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 
c. Penerbitan Surat Panggilan 
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 
menegaskan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir dipersidangan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan secara tertulis dan disetai dengan 
salinan permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) selambat-lambatnya 3 
hari kerja setelah permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diterima 
secara lengkap dan benar dan telah memenuhi ketentuan Pasal 16 SK Menperindag 
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari surat panggilan yang ditujukan 
kepada penggugat dan tergugat, surat panggilan ditujukan pada saksi dan saksi ahli. 
d. Putusan BPSK 
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mana 
dimaksud Pasal 52 Huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Huruf (l) SK Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001, dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja terhitung 
sejak diterimanya permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batas waktu pelaksanaan putusan sudah 
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, sehingga pelaku usaha selaku pihak yang tergugat memiliki kewajiban 
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yaitu harus melaksanakan keputusan dalam waktu 
7 hari sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya ketaatan para pelaku usaha dalam menjalannya kewajibannya. 
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara 
persidangan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. 
Pihak yang bersengketa hanya dapat memilih salah satu dari ketiga alternatif 
penyelesaian sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, 
hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak H. Andi Muh. Yasir selaku Kepala 
Dinas BPSK kota Makassar yang menyatakan “Jika persidangan tidak dapat 
102 
 
menghasilkan kesepakatan, maka konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat 
melanjutkan persidangan dengan cara yang lain”.9 Tata cara persidangan dengan cara 
konsiliasi, mediasi maupun arbitrasi sesuai dengan SK Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 adalah sebagai berikut. 
a. Proses Penyelesaian Sengketa dengan cara Konsiliasi  
1) Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk Majelis 
dan dibantu oleh seorang Panitera.  
2) Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli bila perlu.  
3) Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) terhitung 
sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa secara benar dan 
lengkap.  
4) Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam persidangan I 
(pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II (kedua) yang 
diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) terhitung sejak hari persidangan 
pertama.  
5) Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan gugur demi 
hukum sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen 
dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha.  
 
                                                          
9 H. Andi Muh. Yasir, Kepala Dinas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, 
wawancara, Makassar, 22 Juni 2017. 
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6) Dalam Persidangan;  
a) Majelis mempunyai tugas menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha 
perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.  
b) Majelis bersikap pasif sebagai konsiliator, dan menyerahkan sepenuhnya proses 
penyelesaian sengketa kepada para pihak baik mengenai bentuk maupun ganti rugi. 
7) Majelis menerima hasil hasil penyelesaian sengketa secara musyawarah yang 
dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku 
usaha. 
8) Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis yang ditanda 
tangani oleh Ketua dan anggota Majelis dan keputusan Majelis Tersebut tidak 
memuat sanksi administratif.  
9) Majelis wajib menyelesaian sengketa secara konsiliasi dalam waktu 21 hari 
kerja terhitung sejak gugatan diterima di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK).  
10) Pelaku usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak menyatakan “menerima” putusan tersebut.  
b. Proses Penyelesaian Sengketa dengan cara mediasi  
1) Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk Majelis 
dan dibantu oleh seorang Panitera.  
2) Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli bila perlu.  
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3) Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) terhitung 
sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa secara benar dan 
lengkap.  
4) Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam persidangan I 
(pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II (kedua) yang 
diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) terhitung sejak hari persidangan 
pertama.  
5) Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan gugur demi 
hukum sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen 
dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha.  
6) Dalam Persidangan:  
a) Majelis mempunyai tugas menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha 
perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.  
b) Majelis bertindak aktif sebagai mediator untuk mendamaikan konsumen dan pelaku 
usaha dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam 
menyelesaikan sengketa.  
7) Majelis menerima hasil penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah yang 
dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku 
usaha.  
8) Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis yang 
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis, dan keputusan tersebut tidak 
memuat sanksi administratif.  
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9) Majelis wajib menyelesaiakan sengketa konsumen secara mediasi dalam waktu 
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan diterima oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
10)  Pelaku Usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK), wajib melaksanakan putusan tersebut dalam  
11)  waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
c. Proses Penyelesaian Sengketa dengan cara Arbitrasi  
1) Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk Majelis 
dan dibantu oleh seorang Panitera.  
2) Anggota Majelis adalah hasil pilihan para pihak yang bersengketa. Konsumen 
memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
yang berasal dari unsur konsumen sebagai anggota majelis, sebaliknya pelaku 
usaha memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) yang berasal dari unsur pelaku usaha. Arbiter yang dipilih para pihak 
memilih arbiter III (ketiga) dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.  
3) Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli bila perlu.  
4) Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) terhitung 




5) Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam persidangan I 
(pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II (kedua) yang 
diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) terhitung sejak hari persidangan 
pertama.  
6) Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan gugur demi 
hukum sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen 
dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha.  
7) Dalam Persidangan:  
a) Majelis wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai 
upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.  
b) majelis dalam persidangan I (pertama) wajib mendamaikan para pihak yang 
bersengketa, jika tidak tercapai persidangan dimulai dengan membacakan gugatan 
konsumen dan jawaban pelaku usaha.  
c) Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh 
Majelis yang bertindak sebagai arbiter.  
d) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi dibuat dalam bentuk 
putusan Majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis.  
e) Putusan Majelis tersebut dapat memuat sanksi administratif.  
f) Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen secara arbitrasi dalam waktu 21 
(dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
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Pelaku usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan “menerima” putusan tersebut. 
Adapun upaya yang dialakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terkhusus di Kota Makassar untuk  
menanggulangi produk makanan dan minuman yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
konsumen sehingga menghasilan sengketa, yaitu melakukan pengasawan atau sidak 
ditempat-tempat tertentu yang menurut mereka tempat tersebut merupakan tempat 
yang menjual barang/produk yang dalam pembutannya tidak mengindahkan 
ketentuan-ketentuan dalam pembuatannya sehinggah meresahakan masyarakat. 
Produk makanan dan menuman yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yng tidak 
diperuntungkan bagi makanan, makanan yang mengandung bahan pengawet atau 
perbuatan-perbuatan lain yang akibatkanya dapat menimbulkan kerugian bagi 
konndumen, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. 
Ketentuan pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang perindungan konsumen 
menyebutkan bahwa:10 
(1) Pengawasan terhdap pelanggaran perlindungan konsumen serta penerapan 
ketentuan penarapan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangannya diselengggrakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
konsumen swadaya masyarakat.  
                                                          
10 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen”, bab VII, pasal 30. 
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(2) Pengawasan oleh pemerinntsh sebgaimana dimaksud oleh ayat (1) 
dilaksanaka oleh Menteri dan/atau mentri teknis terkait. 
(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lemmbaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar 
di pasar. 
(4) Apabila hasil pangawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ternyata menyimpang dari peraturan perundan-undangan yang berlaku dan 
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil 
tindakan sesuan dengan peraturan perundanf-undangan yang berlaku. 
(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 
perlindugan konsumen swadaya masyarakat disebarluarkan kapada 
masyarakat luas dan disampaikan kepada Menteri dan/atau menteri teknis. 
(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaiman yang dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Hasil wawancara penulis denga Ibu Sri Rejeki selaku katua Bidan Perlindungan 
Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar11 
berpendapat bahwa upaya perlindungan hukum bagi konsumen oleh Badan 
Penyelesaian Konsumen dalamm hal ini Bidan Perlindungan Konsumen dalam 
menanggulangi produk makanan dan minuman yang dalam pembuatannya melanggar 
ketentuan perundang-undangan adalah “Dengan rutin melakukan pengawasan, 
pelatihan dan pendidikan baik konsumen dan pelaku usaha, kemudian memberi 
eksekusi khusus jika terjadi pelanggaran terhadap produk makanan dan minuman yang 
beredar dipasaran, kegiatan ini dilakukan setiap 1 kali dalam sebulan”. Pengawasan 
                                                          
11 Sri Rejeki, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) Kota Makassar, wawancara, Makassar, 23 Juni 2017. 
109 
 
yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha. Tempat yang 
sering dikunjungi oleh pihak BPSK adalah pasar-pasar tradisional. Kemudian pelatihan 
tersebut ditujukan kepada konsumen yang bertujuan agar konsumen lebih jelih dalam 
memilih produk makanan dan/atau minuman yang baik dan tidak menimbulkan 
kerugian ataupun mengancam keselamatan konsumen. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, perlindungan hukum di kota Makassar 
oleh pihak Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Perlindungan 
Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menunjukkan hasil atau kinerja yang baik. Aparat 
penegak hukum mampu menyampaikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen dan SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 
kedalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk 
makanan dan minuman di kota Makassar. Hal itu menunjukan bahwa peran penegak 
hukum dalam mengupayakan perdamaian dalam suatu sengkata antara konsumen dan 
pelaku susaha sudah berjalan dengan baik sesuai keinginan konsumen yang ingin 
penyelesaina dengan cara damai. Hal tersebut menunjuakan bahwa Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Perlindungan Konsumen kota 
Makassar telah mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 





C. Penerapan Sanksi Hukum Atas Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan 
Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen di Kota Makassar 
Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akan dikenakan sanksi yang berupa: sanksi 
administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. 
1. Sanksi Perdata 
Sanksi tersebut dapat berupa pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang 
dan/atau barang yang sejenis atau setara nilainnya, serta perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian 
atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Apabila pelaku usaha melakukan produksi 
dan/atau peredaran yang melanggar ketentuan undang-undang berupa: 
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaiamana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut 
c. Tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya  
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
yang dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode 
atau pengguanaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam lebel atau keterangan 






2. Sanksi Administrasi 
Sanksi tersebut dapat berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penetapan ganti rugi ini diberikan oleh lembaga 
yang berwenang memberikan sanksi administrasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK). Apabila pelaku usaha mengindahkan ketentuan berupa: 
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
3. Sanksi pidana 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
2.000.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Apabila melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan sebagai berikut:  
a. Memperoduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang: 
(1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaiamana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut 
(3) Tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya  
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(4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut 
(5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode atau pengguanaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam lebel atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut 
(6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam lebel, etiket keterangan, iklan atau 
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut 
(7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu 
(8) Tidak mengikuti ketentuan secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang 
dicantumkan dalam lebel 
(9) Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk pengunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat 
 
b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: 
(1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu; 
(2) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
(3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau 
aksesori tertentu; 
(4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 
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(5) barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
(6) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
(7) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
(8) barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
(9) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; 
(10) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; 
(11) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
c. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
(1) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
(2) kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
(3) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau 
jasa; 
(4) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
(5) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
d. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat 
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan 
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 
e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan 
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun 
psikis terhadap konsumen. 
f. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 
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(1) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 
harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 
dan/atau jasa; 
(2) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
(3) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 
(4) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 
persetujuan yang bersangkutan; 
g. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
(1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
(2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 
yang dibeli konsumen; 
(3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
(4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
(5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
(6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 
(7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
(8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
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pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
h. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti 
 
Pelaku usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda palig banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta ruiah). Apabila melanggar 
ketentuan undng-undang yaitu: 
a. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, 
dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 
1) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar 
mutu tertentu; 
2) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat 
tersembunyi; 
3) tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud 
untuk menjual barang lain; 
4) tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup 
dengan maksud menjual barang yang lain; 
5) tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup 
dengan maksud menjual jasa yang lain; 
6) menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah 
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya 
sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
c. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu 
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barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang 
dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau 
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 
d. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 
1) tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 
2) mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; 
3) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
4) mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang 
untuk: 
1) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 
dengan yang dijanjikan; 
2) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
 
Pemberian sanksi pidana tersebut diberikan berdasarkan jenis dan bentuk 
pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi pidana ini biasanya diberlakukan pada 
proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Kemudian dapat pula diberlakukan 
hukuman tambahan yang berupa; perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan 
hakim pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang 
menyebabkan timbulnya kerugian terhadap konsumen, kewajiban penarikan barang 





Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penerapan saksi bagi pelaku 
usaha yang melanggar sudah diterapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. 
Selain itu, terkait dalam penerapannya, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan asas 
hukum acara perdata. Salah satu asas yang dimaksud adalah asas tidak boleh 
mengabulkan melebihi putusan hal ini diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Menurut 
asas ini putusan yang diberikan tidak boleh melebihi tunutan yang dikemukakan dalam 
tuntutan dalam gugatan. Artinya putusan bergantung pada tuntutan para pihak dan isi 
tuntutan penggugat dan/atau tergugat.  Hal ini sesuai dengan asas hakim harus bersifat 






Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan 
antara lain: 
1.  Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makan dan 
minuman yang beredar di kota Makassar yaitu dalam bentuk hak gugat, 
maksudnya komsumen dapat menggugat pelaku usaha yang membuat 
konsumen mengalami kerugian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 bab X pasal 45 ayat (1) “Setiap konsumen yang 
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dimana peyelesaian 
sengketa tersebut dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu; penyelesaian sengketa 
dengan cara kekeluargaan (YLKI), penyelessaian sengketa melalui pengadilan 
(pengadilan negeri), penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian 
sengketa konsumen (BPSK). 
2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran produk makanan dan minuman harus 
sesuai dengan asas hukum acara perdata dimana sanksi yang diberikan tidak 
boleh melebihi dari isi gugatan sehingga putusan tergantung pada tuntutan para 
pihak dan isi tuntutan tergugat dan/atau tergugat.  
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B. Implikasi Penelitian 
Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini setelah menganalisis 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang adanya 
hak bagi konsumen untuk menggugat jika terjadi pelanggaran terhadap 
konsumen yang menyebabkan kerugian. 
2. Perlunya peningkatan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang dapat 
dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan di kecamatan atau desa-desa, 
pengadaan brosur, pamflet atau spanduk di jalan raya. Sosialisasi tersebut juga 
dapat digunakan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga masyarakat tahu kemana 
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